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BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

a. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai siak
sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan
dataran tinggi Minangkabau Ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18,
wilayah senapelan ditepi sungai siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang
Minangkabau. Seiring dengan berjalan nya waktu, daerah ini berkembang menjadi
tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan
musyawarah “Dewan Menteri” dari kesultanan siak, yang terdiri dari datuk empat
suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai
dengan Pekanbaru dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadinya kota ini.

Pekanbaru juga menjadi bagian distrik dari kesultanan siak. Namun pada
tahun 1931, pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai
oleh seorang controleur yang berkedudukan dipekanbaru dan berstatus landschap
sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri
sampai tahun 1942. Setelah pendudukan jepang pada tanggal 8 Maret 1942,
Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera

di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, pekanbaru dijadikan daerah otonom
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yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956,
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru
(Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan provinsi
Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 19 Agustus 1957 Republik
Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang beru terbentuk.
Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari
1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang
menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (Kini menjadi ibu kota Provinsi
Kepulauan Riau).
b. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi dari Pemerintah Kota Pekanbaru adalah
“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan
serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan Iman
dan Taqwa”. Maka untuk menwujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Kota
Pekanbaru yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki
Kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing
ditingkat local, nasional maupun internasional.

2. Meningkatkan Kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan /
keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan
keluarga sejahtera.

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan tagwa,
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berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam
rukun dan damai.

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi
listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama
infrastruktur pada kawasan industry, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.

6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan
investasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi
kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang
kondusif.

c. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' -
0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter.
Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian
berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun
1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari + 62,96
Km?2 menjadi + 446,50 Km2, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.
Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. | Riau maka
ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Kmz2,

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya

kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula



50

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas
perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan
dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan Kecamatan Baru
dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan
Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kemudian Kota Pekanbaru juga berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota

yaitu :
1. Sebelah Utara :  Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat . Kabupaten Kampar

d. Penduduk Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru terdiri dari 11 kecamatan yang ditempatkan oleh penduduk
kota dengan jumlah 1.011.467 jiwa. Menjadi ibu kota Provinsi, kota pekanbaru
merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat dibandingkan
dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Berikut tabel Penduduk di Kota

Pekanbaru menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.
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Tabel 4.1 : Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin Tahun 2015
= Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa)
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | Marpoyan Damai 72.864 68.705 141.569
2 | Tenayan Raya 74.067 68.452 142.519
3 | Lima Puluh 21.819 22.163 43.982
4 | Sail 11.464 11.492 22.956
5 | Pekanbaru Kota 13.953 13.106 27.059
6 | Sukajadi 24.347 24.989 49.336
7 | Senapelan 18.819 19.364 38.183
8 | Rumbai 3.722 36.011 73.231
9 | Rumbai Pesisir 37.685 35.285 72.970
10 | Tampan 100.656 93.675 194.331
11 | Payung Sekaki 51.993 47.177 99.170
12 | Bukit Raya 54.628 51.533 106.161
Jumlah 486.017 491.952 1.011.467

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru

Pekanbaru telah menjadi kota ke-empat berpenduduk terbanyak di Pulau

Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan

ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan

penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah

sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai

profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup

besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi

Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar

menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota.



https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minang
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
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Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya

Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha,
pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat
Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir

Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain

itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di
Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru

yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa
pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja
romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok
etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun
perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran
dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar

kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi,
membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong
berdatangannya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin
menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di

pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa

Perang Riau Daratan". Berikut komposisi etnis di Kota Pekanbaru.


https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatpanjang_%28kota%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkalis,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bagan_Siapi-api
https://id.wikipedia.org/wiki/Petani
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/PRRI
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaharuddin_Nasution
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Tabel 4.2 : Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru

No Etnis Jumlah (%)
1 Minang 37,96
2 Melayu 26,10
3 Jawa 15,70
4 Batak 11,06
5 Tionghoa 2,5
6 Lain-lain 6,7
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/KotaPekanbaru

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
a. Sejarah Singkat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota
Pekanbaru. Pada mulanya kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah N0.19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Dati 11 Kampar. Namun seiring dengan berkembangnya semangat otonomi daerah
yang ditandai dengan banyaknya daerah memekarkan diri, kondisi ini pun terjadi
di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang semula terdiri dari 8 (delapan)
kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 (dua belas), termasuk wilayah
kecamatan Bukit Raya. Pemekaran wilayah ini berdasarkan pada Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan
Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir dan Kecamatan Payung Sekaki,

maka secara geografis Kecamatan Bukit Raya mengalami perubahan.

TABEL 4.3 NAMA CAMAT BUKIT RAYA DARI MASA KE MASA


http://id.wikipedia.org/wiki/KotaPekanbaru
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No Nama Periode

1 | Andi Syamsul Bahri (1988 - 1994)
2 | Najib Efendi (1994 - 1997)
3 | Zelnon Efendi (1997 - 1999)
4 | Aksamo Rahim (1999 - 2000)
5 | Tarmizi Ahmad (2002 - 2004)
6 | Dastrayani Bibra (2004 - 2006)
7 | Hj. Masriya (2006 - 2008)
8 | Hj. Irma Novrita S,sos (2008 - 2010)
9 | Chairani Sstp, M.si (2010 - 2011)
10 | Dra. Hj. Agusriani Harahap, M.si (2011 - 2012)
11 | Chairani Sstp, M.si (2012 - 2013)
12 | Fiora Helmi, Sstp, M.ec, Dev (2013 - 2015)
13 | Nurhasminsyah, Sstp, M.si (2015 - 2016)
14 | Masyukur Tarmizi, Sstp, M.si (2016 - sekarang)

b. Visi dan Misi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu :
"Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan
serta Pusat Kebudayaan Melayu menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan
Iman dan Tagwa" sehingga visi Kecamatan Bukit Raya yang akan
mengkomunikasikan tugas pokoknya Yaitu :

Profesional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Profesional adalah bagaimana Kecamatan Bukit Raya dapat memiliki
kemampuan yang lebih baik untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan fungsinya secara efisien, fleksibel dan mempunyai etos kerja yang

tinggi. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, tentunya dikaitkan dengan
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tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukitraya yaitu dapat mewujudkan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta penyelenggaraan kewenangan
pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota. secara profesional.

Kemudian adapun yang menjadi misi dari Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru antara lain :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu wujud untuk
meningkatkan pelayanan prima. Oleh karena itu kecamatan sebagai salah satu
organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu
memberikan suatu pelayanan prima. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
hendaknya dapat memberikan kepuasan dengan mengedepankan prinsip cepat,

tepat, murah dan ramah.

b. Mewujudkan koordinasi yang efektif dengan satuan kerja terkait;

Sebagai sebuah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat
kecamatan, keberadaan kecamatan tidak bisa terlepas dari organisasi perangkat
daerah yang lainnya. Kecamatan harus mampu mengembangkan suatu hubungan
yang baik dengan menerapkan suatu komunikasi yang efektif dengan perangkat
daerah yang lainnya agar penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat berjalan

dengan baik.
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c. Meningkatkan kualitas aparat kecamatan;

Sebagai penggerak organisasi kecamatan, SDM pemerintah kecamatan
menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan
organisasi kecamatan. Peningkatan kualitas aparat merupakan peningkatan
kapasitas individu dalam mengemban tugas masing-masing dalam suatu
organisasi sehingga diharapkan dengan ketersediaan SDM yang memadai maka

tujuan organisaai akan tercapai.

d. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

Sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki, bahwa kecamatan adalah selaku
pembina dari penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan yang bertujuan terciptanya pelayanan yang optimal
kepada masyarakat dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good
governance) tidak akan terlepas dari bagaimana Pemerintahan Kecamatan dapat
mengkoordinir serta membina setiap Kelurahan untuk menjalankan tugas pokok

dan fungsinya dengan baik.

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pelaksanaan program pembangunan harus mampu secara objektif
mengakomodir setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan
suatu proyek pembangunan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena
itu dalam setiap pengambilan keputusan harus melibatkan seluruh lapisan

masyarakat. Partisipasi aktif tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung
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akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi
masyarakat terus dikembangkan maka akan menghambat proses pembangunan
bahkan tidak jarang akan mengakibatkan kegagalan. Hal ini disebabkan karena

masyarakat kurang merasa memiliki hasil pembangunan.

c. Keadaan Geografis Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
Kecamatan Bukitraya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota
Pekanbaru, terdiri atas 56 RW dan 230 RT. Luas wilayah Kecamatan Bukitraya
adalah 22,05km2 dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:
1. Kelurahan Simpang Tiga : 13,65 km2
2. Kelurahan Tangkerang Selatan : 3,09 km2
3. Kelurahan Tangkerang Utara : 2,64 km2

4. Keluraahan Tangkerang Labuai : 2,67 km2

Batas-batas wilayah Kecamatan Bukitraya adalah:

1. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya
2. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
3. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Sail

4. sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar.



d. Struktur Organisasi Kantor Camat Bukit Raya

CAMAT

MASYKUR TARMIZI, SSTP, M.SI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKCAM

DINA SEPNITA,S.STP,MSI
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KASUBAG KEPEG KASUBAG KASUBAG
UMUM & KEUANGANGAN PENYUSUNAN
PERLENGKAPAN PROGRAM
FEBRINO, SE
AFRILIANA, S.PD IRFAN AUGUSTI
SALIM,S.KOM
FIDDARAINI, SE LANNY RAHMA
ALLEy SITOMPUL
MULYANINGSIH,
A.Md
GITA SARI NUR,A.Md
KASIPEMERINTAHAN KASI KASI PMK KASI KESRA KASI
TRANTIB PELAYANAN
ADRIZAL, A.Md ADRO LAILA, YUSIRWAN, SP UMUM
YAUZAR SE
WAGIRIN
MUHAMAD RAJA
SALEH NURHAIDA MELIWANI DESFARIZA
SAPUTRI
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e. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas, maka dikeluarkanlah
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota

Pekanbaru, dijelaskan bahwa :

1. Camat
1) Camat mempunyai tugas rincian tugas sebagai berikut :
a. Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan;
b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
c) Megoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d) Megoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

f) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
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g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah
kelurahan;

c. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1) Perizinan;

2) Rekomendasi;

3) Koordinasi;

4) Pembinaan;

5) Pengawasan;

6) Fasilitasi;

7) Penetapan;

8) Penyelenggaraan;

2) Camat menyelenggarakan fungsi :
1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Walikota.
2. Sekretaris Camat
A. Sekretaris Camat mempunyai tugas :
a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis

administratif;, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Walikota;
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. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembangunan
dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan;

. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelaporan;

. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan
kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;

. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar
dapat diproses lebih lanjut;

. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar
bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk
mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya

penyempurnaannya;

i. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

J. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi,

data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
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k. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat
secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan
evaluasi bagi atasan;

I. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan teknis administrasi;

b. Perencanaan program kerja kecamatan;

c. Koordinasi tugas administrasi;

d. Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan;

e. Pengevaluasian tugas pemerintah kecamatan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :
1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai
rician tugas :
a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kepegawaian,

Umum dan Perlengkapan;

b. Merencanakan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan
perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang

kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan
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ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

. Merencanakan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan
kelurahan;

. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan,
keindahan dan pertamanan;

. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang
berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan
kualitas pegawai;

. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris
kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;

. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas
dan pelayanan hubungan masyarakat;

. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit

kerja kecamatan;

I. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban,

kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta

pengamanan lingkungan badan;

j. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS

dan DUK;
. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar

dapat diproses lebih lanjut;
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Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar

bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
Mengevaluasi tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan
penyempurnaa lebih lanjut;

Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan
Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan
hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai

fungsi :

a.

Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan

perlengkapan;

. Perumusan data kepegawaian;
. Pelaksanaan urusan dalam;

. Pelaksanaan kebutuhan materil;

Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan;

Pembagian tugas kepada bawahan;

. Pemberian petunjuk kepada bawahan;

. Pengaturan pelaksanaan tugas;
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Pengevaluasian tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan
perlengkapan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bagian Keuangan

A. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

a.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan

Sekretariat Kecamatan;

. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat

Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan
Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP);

. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;

. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;

. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat

Kecamatan;
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J. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah
tangga Sekretariat Kecamatan;

k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar
dapat diproses lebih lanjut;

I. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar
bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk
mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaannya;

n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

0. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat
Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk
bahan penyempurnaan lebih lanjut;

p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat
Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil
kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Sub Bagian Keuagan menyelenggarakan fungsi :

a) Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat
Kecamatan;

b) Pelaksanaan verifikasi;

¢) Penyiapan surat perintah membayar;
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d) Pelaksanaan akuntansi Sekretriat Kecamatan;

e) Pembagian tugas kepada bawahan;

f) Pemeriksaan pekerjaan bawahan;

g) Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;

h) Pengevaluasian tugas;

i) Pelaporan pelaksanaan tugas;

j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Sub Bagian Penyusunan Program
A. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :

1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan
program;

2) Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan program meliputi
koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program
berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang
undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan kecamatan;

4) Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksaan tentang
kecamatan;

5) Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang
kecamatan;

6) Merumuskan rencana kerja tahunan di lingkungan kecamatan;

7) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan

kecamatan;
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8) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis dan lisan agar
dapat diproses lebih lanjut;

9) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara
lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

10) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk
mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaanya;

11) Mengevaluasi tugas sub bagian penyusunan program berdasarkan
informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan
lebih lanjut;

12) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program
kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja
sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

A. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rician tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
pemerintahan kecamatan;
b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi

vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
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Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
kelurahan;

Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara, dan
kesatuan bangsa;

Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi kelurahan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan;
Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut;

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;

Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada
Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil
kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

A. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
Ketentraman dan Ketertiban;

b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan
kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan;

c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
masyarkat di wilayah kecamatan;

d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan yaitu
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisia Negara Republik Indonesia;

e. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat
kecamatan;

f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut;

g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
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h. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Ketentraman dan Ketertiban kepada
Walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil
kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban;

b. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban;

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban;
d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

A. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai rincian tugas:

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan;

b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan di kelurahan dan kecamatan;

c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan

distribusi di tingkat kecamatan;
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Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah
maupun swasta;

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / instansi
vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut;

Memeriksa pekerjaan bawahan berdsasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan Masyarakat
Kelurahan kepada Walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis
berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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B. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan menyelenggarakan

fungsi:

a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan;

b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan;

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat
kelurahan;

d. Pemeriksaan urusan bawahan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

A. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
Kesejahteraan Sosial;

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan
bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan
perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;

c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan
kehidupa keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan
social;

e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau

instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan social;
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f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
kesejahteraan social;

g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut;

h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan urusan kesejahteraan sosial kepada
Walikota melalui camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil
kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;

J.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial;

b. Koordinasi urusan kesejahteraan;

c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial;
d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Pelayanan Umum

A. Kepala Seksi Pelayana Umum mempunyai tugas :
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a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
pelayanan umum;

b. Melakukan perencanaan program Kkerja kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;

c. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
kecamatan;

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat kelurahan;

e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di
wilayah;

f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut;

g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;

h. Melaporkan palaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota
melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai
bahan evaluasi bagi atasan;

I. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarkan fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum;

b. Koordinasi urusan pelayanan umum;
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Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum;

Pemeriksaan pekerjaan bawahan;

Pelaporan pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Struktur Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

No Nama Jabatan

1 | Taufiq Hidayat Ketua

2 | Ebtariadi Bendahara

3 | Doddy Actarion, S.sos Sekretaris

4 | Hamzah Nasution Bidang Pembangunan

5 | Suherman Bidang Pengawasan

6 | Burhan Budi Bidang Perlengkapan dan Logistik

Sumber:OMS Bukit Raya Kota Pekanbaru
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